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BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan
Peraturan Dearah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014.



Mengingat

o D

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran N.egara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tenatng Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah
Kabupaten Berau; (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU
dan

BUPATI BERAU



-
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

B PEIEAPHLRN . novumsummasms s s s SN A 1543 Rp 2.364.490.676.785,07
B Blemufil ooesnin; spmsmmmsmsnm gaosamimsse oy s e s aoms s bt Rp 2.257.729.169.563,84
SIS DIBIIEIE 5o msins s 50 8 i B i SR SRR BT 0 G B s T ST S PR Rp 106.761.507.221,23
c. Pembiayaan
% PONBTIIIRSHN woouuun: oo s o et s s S s e s 4 ey USRS s Rp 1.501.480.776.363,42
-~ PETIFRIUBIRATY oo v sressnmsssvammsh i sai i i s e SV S as e e Rp 0,00

SUTEIaSIBREE .ol i el s e Rp 1.501.480.776.363,42
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Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 282.995,453,148,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan ...........ccooiiinnnn, Rp 2.081.495.223.636,58
B AR TR, Bl Feestsiaeainnoiodlf sass i T il o oA S i chescnsinnltl Rp 2.364.490.676.785,07
Belinihy lebibi/RUITATIE ovosvsmunsnmmnmenssssnss s e vas s ieis a0 e s e Fo TR s SRS S S a sk Rp 282.995.453.148,49
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (1.225.246.830.436,16) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran bélanja setelah perubahah ... Rp 3.482.976.000.000,00
D BealllSnaBl v somisss s s s sm s i ds s s i s s essiwon Rp 2.257.729.169.563,84
S TE BRI RN ..ol Ml s e A A A AR 3 B s s A el Rp (1.225.246.830.436,16)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 1.508.242.283.584,65 dengan rincian sebagai berikut :
g, Surphas/dedisit setelah perabahan ..nunmassmnmsniains Rp (1.401.480.776.363,42)
b REBHBESL iiisimmmmmennbosit is binmems snnsn S8 5555 hansm s TS T bmmnmnne B Rp 106.761.507.221,23
Seisily Tebilif KUPBNE . cuseriomssmimmsmussonsssvs sy gmmeyssss s (s sapasss v s i ussss s e smssasmis Rp 1.508.242.283.584,65

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan ......... Rp 1.501.480.776.363,42
D REAHBESE coomenmsmsrenesessent om0 sy e s s s o o smais 1 Rp 1.501.480.776.363,42
Seinil Tebiby/ learangr . s sy s e S o S T S S SN e PR Rp 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (100.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan .......... Rp 100.000.000.000,00
L Rp 0,00

SEISIN 1IN/ KUTATIE «..vveveeveee et ee e et ee et enn. Rp (100.000.000.000,00)




Rp

100.000.000.000,00

lf
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 100.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan ...................... Rp 1.401.480.776.363,42
L L T T — Rp 1.501.480.776.363,42
Seinilti Iebilt FITBIE oo mmmsmsmmmy s e s SR SRS s s BT S R R O L S SR R R
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagagai berikut :

B VBRSNS DU oo immimsnsnmntimsibnsn s bies st sl s e HM o s oy Rp 7.960.420.500.855,51

b Jrienials TEWOTIDATL i oy i e o SR O TR B Rp 2.908.954.941,40

&, skl aly elaEAR TBHR »ouvevom spimensms s S S Rp 7.957.511.545.914,11
Pasal 35

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014

sebagai berikut :

8. Saldo leas awdl per 1 Jantian tahun 2014 . ..oi o Rp 1.501.544.564.809,48

by, Kras kas dari aletivitas OPEIBHL ..commssnorremnommmmnensmmeo i o ssmnsssnssins Rp 1.143.029.163.470,00

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan ..................... Rp (1.037.932.560.618,26)

d. &itie kas darl Aaiitas PERIMATEATE .o oy sy Rp 0,00

e. Arus kas dari aktivitas NON anggaran .............coecieeruiiiiineiniiniiinnn Rp 2.423.962.601,64

f. Arus kas akhir per 31 Desember tahun 2014 .....cuiovmmmasrsmseves Rp 1.608.315.219.260,65
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
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Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

a.

b.
8.
d.

Lampiran I
Lampiran 1.1
Lampiran 1.2

Lampiran 1.3
Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8
Lampiran [.9

Lampiran .10
Lampiran I.11
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran [V

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laboran realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi program dan
kegiatan,;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarakan dalam tahun
anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,;
Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan,

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagamana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.
b.

Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
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Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 11 Sent -mber 2015

- BUPATLBERAU,

}E_aﬂﬁrg' ‘gt 7 a

\\‘ L

1, 11 September 2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2014 : (2/2015)



